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Pemberian grasi dimaksud sebagai upaya dalam mengkoreksi putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan adanya 
dinamika dalam perkembangan dan pembelajaran hukum, Pasal 14 ayat (1) UUD 
1945 merupakan lendasan yuridis yang memberikan otoritas (hak Preogative) kepada 
presisden dalam memberikan grasi sebagai usaha pencapaian persamaan hukum 
(equality before the law) dengan konteks system presidensial. 
Permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain: Bagaimana pengaturan 
hukum terhadap upaya grasi? Dan bagai mana eksistensi grasi dalm pandangan 
hukum pidana. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum yang 
digunakan adalah yuridis normative (hukum normative), yaitu suatu prosedur 
penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum 
ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif yakni norma hukum yang berkaitan dengan eksistensi 
grasi dalam pandangan hukum pidana. Sehubungan tipe penelitian yuridis normative, 
maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
secara kualitatif yang berdasarkan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari 
studi kepustakaan dan dokumen, terutama bahan yang berkaitan dengan grasi. 
 
Abstract 
 The granting of clemency is intended as an effort to correct court decisions 
that have permanent legal force. This shows the dynamics in the development and 
learning of law, Article 14 paragraph (1) of the 1945 Constitution is a juridical slime 
that authorizes (Preogative rights) to the president in giving clemency as an effort to 
achieve equality before the law in the context of the presidential system. 
 The research method using the type of legal research used is normative 
jurid (normative law), namely a scientific research procedure to find truth based on 
legal scientific logic is focused on reviewing legal research on the rules or norms in 






Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.  
Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu 
negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, 
dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945.1 Ide negara hukum, terkait dengan konsep 
the rule of law dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri 
penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah the rule of law oleh 
A.V. Dicey, yaitu:  supremacy of law, equality before the law dan due process of law. 
Dalam  Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori equality before the law 
termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Teori dan konsep equality before the 
law seperti yang dianut oleh Pasal 27 (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 
tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di 
hadapan hukum dan pemerintahan. 
Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sering 
dikatakan menganut sistem presidensial, akan tetapi sifatnya tidak murni, karena 
bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Namun dengan empat 
perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem 
pemilihan presiden  secara langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun 
fungsional terhadap kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka sistem 
pemerintahannya menjadi makin tegas menjadi sistem pemerintahan presidensial 
murni2. Dalam sistem presidensial yang murni, tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai 
pembedaan atau pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, 
karena dalam pemerintahan presidensial murni cukup memiliki presiden dan wakil 
presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan 
sebagai kepala pemerintahan. 
Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas seperti 
Indonesia, sistem presidensial ini efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang 
kuat dan efektif. Namun seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya,  timbul 
persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi3. Oleh karena itu, dalam perubahan 
Undang-undang Dasar 1945, kelemahan sistem presidensial seperti kecenderungan 
terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, diusahakan untuk 
dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang 
menyebutkan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung”. Hal ini bertujuan agar hak preogratif presiden 
dibatasi dan tidak lagi bersifat mutlak.  
Wacana pelaksanaan dan penerapan pidana mati berkembang pada enam tahun 
terakhir. Dengan kata lain soal pidana mati justru populer di masa desakan perubahan 
sistem peradilan. Pada periode ini beberapa ketentuan hukum baru justru 
mencantumkan pidana mati sebagai ancaman hukuman maksimal. Misalnya pada 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, ataupun 
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Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, dan masih ada peraturan perundang-undangan lainnya. 
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, dalam pidana pokoknya 
mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan 
warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik 
pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana 
mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 
Februari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan4. Tentu saja hal ini 
merupakan hal yang sangat menarik. Karena pada saat diberlakukan di Indonesia 
melalui asas konkordansi, di negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah 
dihapuskan.  
Di dalam penjelasan ketika membentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
dinyatakan, bahwa alasan-alasan tetap memberlakukan ancaman pidana mati, karena 
adanya keadaan-keadaan khusus di Indonesia (sebagai jajahan Belanda). Keadaan-
keadaan tersebut antara lain: 
a. Bahaya terganggunya ketertiban hukum yang lebih besar dan lebih 
mengancam 
b. Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga komunikasi menjadi tidak 
lancar 
c. Penduduk Indonesia heterogen, sehingga sering menimbulkan potensi 
pemberontakan 
d. Aparat Kepolisian dan pemerintah yang tidak memadai5. 
 Namun apabila kita bandingkan dengan keadaan sekarang, maka alasan-alasan 
tersebut perlu ditinjau kembali. Karena alasan- alasan tersebut sudah tidak cocok 
dengan keadaan dan perkembangan jaman.   
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia memuat 11 pasal kejahatan 
yang mengancam pidana mati. Diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 
104 tentang makar, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) 
tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran, dan lain-
lain. Pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pidana pokok 
atau utama. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam Konsep Rancangan Kitab 
Undang_undang Hukum Pidana Baru adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana 
eksepsional, dalam bentuk ‘pidana bersyarat’. Artinya, ancaman pidana mati tidak lagi 
dijadikan sebagai sarana pokok penanggulangan kejahatan, namun merupakan 
pengecualian. Ancaman pidana mati  tetap tercantum dan diancamkan dalam Kitab 
Undan-undang Hukum Pidana, namun dalam penerapannya akan dilakukan secara lebih 
selektif.   
 Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. 
Berdasarkan catatan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia 
termasuk salah satu negara yang yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada 
sistem hukum pidananya (Retentionist Country). Retentionist maksudnya de jure secara 
yuridis, de facto menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala kejahatan. Tercatat 
71 negara yang termasuk dalam kelompok ini. Salah satu negara terbesar di dunia yang 
termasuk dalam retentionist country ini adalah Amerika Serikat. Dari 50 negara bagian, 
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ada 38 negara bagian yang masih mempertahankan ancaman pidana mati6. Padahal 
seperti  diketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling besar 
gaungnya dalam menyerukan perlindungan hak asasi manusia di dunia. Namun dalam 
kenyataannya masih tetap memberlakukan ancaman pidana mati, juga dalam hukum 
militernya.   
Angka orang yang dihukum mati di Indonesia, termasuk cukup tinggi setelah 
Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi, dan Iran. Di Indonesia sendiri, sejak sampai 
akhir tahun lalu, terdapat 113 orang terpidana yang sedang menunggu eksekusi mati. 
Para terpidana itu tidak hanya tidak hanya warga Negara Indonesia, tapi ada juga yang 
berasal dari Negara asing. Tercatat, ada 39 orang dari 14 negara asing yang menjadi 
terpidana mati di Indonesia. Paling banyak yaitu Nigeria 12 orang, Republik Rakyat 
Cina 6 orang, Australia 3 orang, Malaysia 3 orang, Belanda 2 orang, Brazil 2 orang, 
India 1 orang, Malawi 2 orang, Nepal 1 orang, Senegal 1 orang, Prancis 1 orang. Warga 
Negara asing juga banyak yang dijatuhi hukuman, karena banyak terbukti bersalah 
dalam kasus Narkotika  atau masih dalam proses upaya hukum di pengadilan lanjutan7. 
Alasan yang banyak dikemukakan berkaitan dengan resistensi politik agar setiap negara 
menghormati pemikiran bahwa masalah sistem peradilan pidana merupakan persoalan 
kedaulatan nasional yang merupakan refleksi dari nilai-nilai kultural dan agama, dan 
menolak argumen bahwa pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia. Terkecuali Cina dan Amerika Serikat, negara yang masih mempertahankan 
ancaman pidana mati adalah negara yang didominasi oleh penduduk muslim. 
Sedangkan Indonesia adalah negara yang notabene merupakan negara yang 
penduduknya juga didominasi oleh  penduduk muslim. 
 Hasil sejumlah studi tentang kejahatan tidak menunjukkan adanya korelasi 
antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Beberapa studi 
menunjukkan, mereka yang telah dipidana karena pembunuhan (juga yang berencana) 
lazimnya tidak melakukan kekerasan di penjara. Begitu pula setelah ke luar penjara 
mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau kejahatan yang sama. Sebaliknya sejumlah 
ahli mengkritik, suatu pandangan hukum tidak dapat menjangkau hukum kerumitan 
kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan di mana korban bekerjasama dengan pelaku 
kejahatan, di mana individu adalah korban maupun pelaku kejahatan, dan dimana orang 
yang kelihatannya adalah korban dalam kenyataan adalah pelaku kejahatan8. 
 Mereka yang pro-hukuman mati berpendapat:   
a. Hukuman mati merupakan pidana tepat bagi pelaku pembunuhan (berencana) dan 
percaya pandangan retribution, atonement or vengeance, yang memiliki sifat 
khusus yang menakutkan; 
b. Pidana mati masih tercantum dalam sejumlah perundang-undangan; 
c. Hukuman mati lebih ekonomis daripada hukuman seumur hidup.  
 Mereka yang tidak setuju pidana mati berpendapat:  
a. Ancaman pidana mati secara historis tidak bersumber pada pancasila, karena 
KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara 
yang telah menghapuskan hukuman mati;  
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b. Hukuman mati (pada dasarnya pembunuhan berencana juga) merupakan  sesuatu 
yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah. Tidaklah mungkin 
diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati;  
c. Mereka yang menentang hukuman mati menghargai nilai pribadi, martabat 
kemanusiaan umumnya dan menghargai suatu pendekatan ilmiah untuk memahami 
motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia. 
  
 Dari dimensi dan kacamata Hak Asasi Manusia, dapat dicatat perkembangan 
instrumen-instrumen sebagai berikut: 
a. Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, pada Pasal 3 mengenai hak          
untuk hidup, jelas bertentangan dengan pidana mati; 
b. Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan politik (International Covenat on Civil 
and Political Rights- ICCPR). Hak untuk hidup (rights to life), yaitu pada Bagian 
III Pasal 6 (1), menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan 
menyatakan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. 
Konvenan Internasional ini  diadopsi pada 1966, dan berlaku (enter into force) 
sejak 1976. Hingga 2 November 2003, tercatat telah 151 negara melakukan 
ratifikasi/aksesi terhadap konvenan ini; 
c. Second Optional of ICCPR Aiming or The Abolition of Death Penalty, tahun 
1990. protocol opsional ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati. Hingga 
saat ini, tercatat 50 negara telah meratifikasi; 
d. Protocol No.6 Europian Convention far The Protection Human Rights and 
Fundamental Freedom, tahun 1950 (berlaku mulai 1 Maret 1985). Instrumen ini 
bertujuan untuk menghapuskan pidana mati si kawasan Eropa; 
e. The Rome Statute of International Criminal Court, 17 Juli 1998. dalam Pasal 7 
tidak mengatur pidana mati sebagai salah satu cara pemidanaan. Hingga saat ini, 
tercatat 94 negara telah meratifikasi instrument ini.9 
Dengan segala pro dan kontra atas penerapan pidana mati di Indonesia, jenis 
pidana ini masih tetap diterapkan bahkan tercantum dalam Konsep Rancangan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana Baru Indonesia. Bila dihubungkan dengan terpidana 
mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui 
penasihat hukumnya, keluarganya, atau dirinya sendiri. Upaya hukum itu mencakup 
banding, kasasi,  dan peninjauan kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, 
keluarga, atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada 
presiden. 
Mengenai kewenangan presiden memberikan grasi, disebut kewenangan 
presiden yang bersifat judicial, atau disebut juga sebagai kekuasaan presiden dengan 
konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya 
memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi 
kekuasaan tersebut. Selain grasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi juga termasuk 
dalam kekuasaan presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) 
Amandemen Undang-undang Dasar 1945, “Presiden memberikan amnesti dan abolisi 
atas pertimbangan DPR”. 
Kewenangan Presiden memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam 
arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negara untuk 
menjatuhkan dan menjalankan pidana.  Hak negara yang demikian ini merupakan hak 
                                                 




negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. 
Oleh karena  itu, Presiden dalam memberikan grasi harus  didasarkan  pada   teori  
pemidanaan.         
Masalah grasi mulai banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, Presiden Joko 
Widodo menolak grasi dari 64 terpidana kasus narkoba yang dijatuhi hukum mati. 
Alasan beliau adalah perbuatan terpidana itu tidak biasa di maafkan. Sebab, atas 
kepentingan dirinya dan segolongan orang, mereka tega merusak masa depan  generasi 
bangsa. Dapat dilihat secara kritis bahwa pemerintah tidak melihat bentuk lain dari 
hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati, dan Presiden ingin 
member contoh kepada para pelaku lainnya.10 Grasi berupa perubahan status terpidana 
mati menjadi seumur hidup, pernah diberikan kepada Soebandrio dan Omar Dhani. 
Demikian pula terhadap sembilan terpidana lain (1980), setelah itu, tidak kurang dari 
101 permohonan grasi diberikan oleh presiden Soeharto11. Tentu saja hal ini bukanlah 
jumlah yang sedikit, mengingat kekuasaan Orde Baru telah bertengger selama 41 tahun. 
Beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan 
oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya 
kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Selain itu, adanya kekhilafan 
dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau 
keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, bisa  saja terjadi12. Boleh dibilang 
grasi merupakan salah satu lembaga yang bisa mengkoreksi dan mengatasi resiko 
tersebut. Itulah sebabnya mengapa grasi berada di luar lingkup peradilan pidana. Hal ini 
memberikan indikasi bahwa, meskipun grasi merupakan kewenangan presiden yang 
berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, hukum pidana juga memandang tentang 




Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan 
berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan  dan diklasifikasikan menurut 
sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. 
Adapun bahan hukum diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan 
perundang-undangan, yang penulis uraian dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga 
disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang 
dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif dari sudut 
pandang hukum dengan menganalisa data primer dan sekunder. Data primer dan data 
sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun dengan teratur dan sistematis, 




 Seperti  kita  ketahui sebelumnya, grasi merupakan hak preogratif yang dimiliki 
oleh Presiden. Dalam keputusan dari  permohonan grasi  ini, baik  diitolak atau 
dikabulkan oleh Presiden, dasar keputusannya tetap didasarkan pada teori pemidanaan. 
Hal ini tidak berbeda  dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada 
pelaku tindak pidana, yang juga didasarkan pada  teori  pemidanaan. Seseorang yang 
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telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, dipidana dengan pidana 
berdasarkan Pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk pidana  berdasarkan Pasal 10   KUHP, 
terdiri dari: 
1)  Pidana pokok, terdiri atas: 
a) Pidana mati; 
b) Pidana penjara; 
c) Pidana kurungan; 
d) Pidana denda; 
e) Pidana tutupan (Undang-undang No.20  Tahun 1946). 
 
 
2) Pidana   tambahan, terdiri atas: 
a) Pencabutan  hak-hak tertentu; 
b) Pengumuman putusan hakim; 
c) Perampasan benda-benda tertentu. 
  Sedangkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis pidana menurut  Rancangan  KUHP  
Nasional, yaitu:  
1)  Pidana pokok, adalah: 
 Ke-1 Pidana penjara 
 Ke-2 Pidana tutupan 
 Ke-3 Pidana pengawasan 
 Ke-4 Pidana denda 
 Ke-5 Pidana kerja sosial 
3)  Pidana tambahan, adalah: 
 Ke-1 Pencabutan hak-hak tetentu 
 Ke-2 Perampasan barang-barang tertentu dengan tagihan 
 Ke-3 Pengumuman putusan hakim 
 Ke-4 Pembayaran ganti   rugi 
 Ke-5  Pemenuhan kewajiban adat.   
a) Dasar Hukum 
 Pada mulanya pemberian grasi atau pengampunan di zaman kerajaan    absolut 
di Eropa, adalah berupa anugerah raja (vorstelijke  gunst) yang  memberikan 
pengampunan terhadap orang yang telah dipidana.  Jadi sifatnya sebagai kemurahan  
hati raja yang berkuasa.  Tetapi setelah tumbuhnya negara-negara modern, di mana 
kekuasaan kehakiman telah terpisah   dengan kekuasan pemerintahan atas pengaruh dari 
paham trias politica, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi upaya koreksi 
terhadap putusan pengadilan khususnya  mengenai   pelaksanannya.  
 Sedangkan grasi, dalam Kamus Hukum berarti wewenang dari kepala negara 
untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim 
untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merobah sifat atau bentuk hukuman 
itu13. 
 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi sebelum 
adanya perubahan Undang-undang No.5 tahun 2010 14, menyebutkan bahwa “Grasi 
adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan 
pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa grasi adalah hak presiden untuk menghapuskan hukuman 
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keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim, atau menukarkan 
hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan Pasal 10 KUHP. 
 Revisi  Undang-Undang  No.22 Tahun 2002 tentang grasi daan sekakarang di 
gantikannya dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2010 ini karena Undang-Undang 
tersebut tidak mengatur dengan jelas batas waktu masimal pengajuan grasi. Undang-
Undang grasi tersebut hanya menyebutkan grasi kedua dapat di ajukan dua tahun setelah 
grasi pertama. Grasi juga dapat di ajukan oleh terpidana maupun keluarga. Sehingga 
jika grasi dari terpidana mati di tolak, maka keluarga bisa mengajukannya lagi dan itu 
masing-masing di laksanakan dua kali. Keadaan seperti ini memakan waktu sangat 
lama, dan dapat menunda eksekusi bagi  terpidana mati  
 Sebelum berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 2010 tentang Grasi, dua 
Konstitusi yang pernah berlaku yakni Konstitusi RIS 1949 dan UUDS  1950, juga 
memberikan dasar kepada Presiden untuk memberikan grasi. Dalam dua Konstitusi ini, 
rumusan mengenai grasi justru diatur lebih lengkap. Pasal 160 ayat   (1) dan (2) 
Konstitusi RIS, merumuskan sebagai berikut: 
(1) Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan 
oleh keputusan kehakiman.  Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasihat dari 
Mahkamah Agung, sekedar dengan Undang-undang federal tidak ditunjuk 
pengadilan yang lain untuk memberi  nasihat. 
(2) Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat 
dijalankan, melainkan sesudah presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan 
dengan Undang-undang federal diberikan kesempatan untuk memberikan ampun.  
 Sedangkan dalam UUDS 1950 yang diundangkan tanggal 15 Agustus  1950, 
pada Pasal 107 ayat (1) dan (2), dicantumkan pula tentang hak Presiden tersebut yang 
rumusannya senada dengan Pasal 160 ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS tersebut. Yaitu 
sebagai berikut: 
(1) Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan 
oleh keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasihat dari 
Mahkamah Agung, sekedar dengan Undang-undang tidak ditunjuk  pengadilan 
yang lain untuk memberi nasihat. 
(2)  Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat 
dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan 
Undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberikan grasi. 
   Ketika berlakunya Kontitusi RIS 1949,  diundangkan Undang-undang Darurat 
No.3 Tahun 1950 tentang Grasi pada 6 Juli 1950. Pada zaman Hindia Belanda, 
mengenai hukum acara grasi diatur dalam Gratieregeling (Stb. 1933 No.2). Setelah 
Proklamasi, dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No.67 Tahun 1948 tentang 
Permohonan Grasi. Keduanya  kemudian dicabut oleh   Undang-undang No.3  Tahun 
1950 tentang Grasi (L.N. 1950 No. 40), dan dicabut oleh Undang-undang No.22 Tahun 
2002 tentang Grasi (L.N. 2002  No.108) yang sekarang di cabut oleh Undang-undang 
No.5 Tahun 2010 tentang Grasi(L.N. 2010  No.100) .   
 Keterangan mengenai grasi di dalam KUHP, hanya terdapat dalam satu Pasal 
saja. Yaitu pada Pasal 33a, yang berbunyi:  
      “Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau 
pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan 
persetujuannya mengajukan permohonan ampun, maka waktu mulai 
permohonan diajukan hingga ada putusan presiden, tidak dihitung sebagai waktu 




menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu 
menjalani pidana”. 
 
1. Eksistensi grasi dalam pandangan hukum pidana 
1. Grasi sebagai hak warga negara 
Pemohon yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana melainkan sebagai 
warga negara yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada Presiden 
sebagai pemimpin negara.  
2. Grasi sebagai hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana 
Meskipun tidak tercantum dalam KUHP, namun grasi dapat menggugurkan hak 
negara untuk menjalankan pidana. Dengan dikabulkannya grasi, maka pidana 
yang dijatuhkan kepada seseorang dapat hapus, berkurang, atau berubah 
jenisnya. 
3. Hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan 
Berkaitan dengan jawaban atas permohonan grasi, dalam hal grasi dikabulkan 
maupun ditolak harus disandarkan pada tujuan pemidanaan 
4. Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif 
Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, 
melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Grasi tidak terkait 
dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak dapat menghilangkan kesalahan 
terpidana. 
 
a. Dasar Hukum Grasi 
Pada mulanya pemberian grasi atau pengampunan di zaman kerajaan    absolut 
di Eropa, adalah berupa anugerah raja (vorstelijke  gunst) yang  memberikan 
pengampunan terhadap orang yang telah dipidana.  Jadi sifatnya sebagai kemurahan  
hati raja yang berkuasa.  Tetapi setelah tumbuhnya negara-negara modern, di mana 
kekuasaan kehakiman telah terpisah   dengan kekuasan pemerintahan atas pengaruh dari 
paham trias politica, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi upaya koreksi 
terhadap putusan pengadilan khususnya  mengenai   pelaksanannya.  
Sedangkan grasi, dalam Kamus Hukum berarti wewenang dari kepala negara 
untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim 
untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merobah sifat atau bentuk hukuman 
itu15. 
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi sebelum 
adanya perubahan Undang-undang No.5 tahun 2010 16, menyebutkan bahwa “Grasi 
adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan 
pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa grasi adalah hak presiden untuk menghapuskan hukuman 
keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim, atau menukarkan 
hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan Pasal 10 KUHP. 
Revisi  Undang-Undang  No.22 Tahun 2002 tentang grasi daan sekakarang di 
gantikannya dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2010 ini karena Undang-Undang 
tersebut tidak mengatur dengan jelas batas waktu masimal pengajuan grasi. Undang-
Undang grasi tersebut hanya menyebutkan grasi kedua dapat di ajukan dua tahun setelah 
grasi pertama. Grasi juga dapat di ajukan oleh terpidana maupun keluarga. Sehingga 
                                                 
15 JCT.Simorangkir (et-al), Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.58 




jika grasi dari terpidana mati di tolak, maka keluarga bisa mengajukannya lagi dan itu 
masing-masing di laksanakan dua kali. Keadaan seperti ini memakan waktu sangat 
lama, dan dapat menunda eksekusi bagi  terpidana mati  
Sebelum berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 2010 tentang Grasi, dua 
Konstitusi yang pernah berlaku yakni Konstitusi RIS 1949 dan UUDS  1950, juga 
memberikan dasar kepada Presiden untuk memberikan grasi. Dalam dua Konstitusi ini, 
rumusan mengenai grasi justru diatur lebih lengkap. Pasal 160 ayat   (1) dan (2) 
Konstitusi RIS, merumuskan sebagai berikut: 
a. Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan 
oleh keputusan kehakiman.  Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasihat dari 
Mahkamah Agung, sekedar dengan Undang-undang federal tidak ditunjuk 
pengadilan yang lain untuk memberi  nasihat. 
b. Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat 
dijalankan, melainkan sesudah presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan 
dengan Undang-undang federal diberikan kesempatan untuk memberikan ampun.  
 
Sedangkan dalam UUDS 1950 yang diundangkan tanggal 15 Agustus  1950, 
pada Pasal 107 ayat (1) dan (2), dicantumkan pula tentang hak Presiden tersebut yang 
rumusannya senada dengan Pasal 160 ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS tersebut. Yaitu 
sebagai berikut: 
a. Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan 
oleh keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasihat dari 
Mahkamah Agung, sekedar dengan Undang-undang tidak ditunjuk  pengadilan 
yang lain untuk memberi nasihat. 
b. Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat 
dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan 
Undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberikan grasi. 
         Ketika berlakunya Kontitusi RIS 1949,  diundangkan Undang-undang Darurat 
No.3 Tahun 1950 tentang Grasi pada 6 Juli 1950. Pada zaman Hindia Belanda, 
mengenai hukum acara grasi diatur dalam Gratieregeling (Stb. 1933 No.2). Setelah 
Proklamasi, dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No.67 Tahun 1948 tentang 
Permohonan Grasi. Keduanya  kemudian dicabut oleh   Undang-undang No.3  Tahun 
1950 tentang Grasi (L.N. 1950 No. 40), dan dicabut oleh Undang-undang No.22 Tahun 
2002 tentang Grasi (L.N. 2002  No.108) yang sekarang di cabut oleh Undang-undang 
No.5 Tahun 2010 tentang Grasi(L.N. 2010  No.100) .   
 
 
Keterangan mengenai grasi di dalam KUHP, hanya terdapat dalam satu Pasal saja. Yaitu 
pada Pasal 33a, yang berbunyi:  
      “Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau 
pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya 
mengajukan permohonan ampun, maka waktu mulai permohonan diajukan hingga ada 
putusan presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika presiden, 
dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau 
sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana”. 
 
1. Eksistensi grasi dalam pandangan hukum pidana 




Pemohon yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana melainkan sebagai 
warga negara yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada Presiden 
sebagai pemimpin negara.  
 Grasi sebagai hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana 
Meskipun tidak tercantum dalam KUHP, namun grasi dapat menggugurkan hak 
negara untuk menjalankan pidana. Dengan dikabulkannya grasi, maka pidana 
yang dijatuhkan kepada seseorang dapat hapus, berkurang, atau berubah 
jenisnya. 
 Hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan 
Berkaitan dengan jawaban atas permohonan grasi, dalam hal grasi dikabulkan 
maupun ditolak harus disandarkan pada tujuan pemidanaan 
 Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif 
Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, 
melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Grasi tidak terkait 




Berikut ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dari penelitian mengenai 
eksistensi grasi tindak pidana narkotika dalam pandangan hukum pidana: 
a. Grasi bukan merupakan upaya hukum. Meskipun grasi dapat merubah status 
hukuman seseorang, grasi dipandang sebagai hak prerogatif yang hanya ada di 
tangan Presiden. Upaya hukum hanya yang disebutkan di dalam KUHAP. Dan  
pencabutan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 yang digantikan dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 karena Undang-undang tersebut tidak 
mengatur dengan jelas batasan waktu maksimal pengajuan grasi. Undang-undang 
grasi tersebut hanya menyebutkan grasi ke dua dapat diajukan dua tahun setelah 
grasi pertama.   
b. Eksistensi grasi dalam pandangan hukum pidana: 
1. Grasi sebagai hak warga negara 
Pemohon yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana melainkan sebagai 
warga negara yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada Presiden 
sebagai pemimpin negara.  
2. Grasi sebagai hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana 
Meskipun tidak tercantum dalam KUHP, namun grasi dapat menggugurkan hak 
negara untuk menjalankan pidana. Dengan dikabulkannya grasi, maka pidana 
yang dijatuhkan kepada seseorang dapat hapus, berkurang, atau berubah 
jenisnya. 
3. Hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan 
Berkaitan dengan jawaban atas permohonan grasi, dalam hal grasi dikabulkan 
maupun ditolak harus disandarkan pada tujuan pemidanaan 
4. Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif 
Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang 
yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Grasi 
tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak dapat 
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